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PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KETERKAITAN

PERINGATAN
Jika tidak dilakukan hibah atas BMD yang

tidak digunakan maka pendayagunaan BMD
tidak optimal.

*

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN Juli 2018 i
TGL. REVISI Juli 2018

TGL, EFEKTIF Juli 2018 /
DISAHKAN OLEH KEPALA BP "AJpf

Drs.RAJTUNSIrO HANG, ME
Pembina/Utamn Muda
NIP. 19611120 199203 001
NAMA SOP Hibah BMD oleh Pengelola
Barang
KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Memilikikemampuan di bidang Pengelolaan Barang
Milik Daerah.

2. Memahainitugas dan fungsi di bidang Pengelolaan

Barang Milik Daerah.

3. Memahami peraturan terkait pengelolaan barang milik
daerah.

PERALATAN/PERLENGKAPAL3
1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer/Laptop/Printer
3. Meja kursi kerja
PENCATATAN DAN PENDATAAN
Didokumentasikan dengan baik.



Xcgiaian

ivicnerima dan memlisposisi kepada Kabid Sura: PermohonanH’oah
| dan pihr.k penerlrTia k’brk PupaTv”y did*+v*iN Pupa?'

Memfasilitasi TLm Pemindahtanganan untuk melakukan penelitian data
administratif dan penelitian fisik dan melaporkan kepada Kaban.

3. Membuat Berita Acara Hasil Penelitian Tim.

4. Menerima Berita Acara dari Tim dan menugaskan Kabid untuk
membuat SK Bupati tentang Penetapan BMD menjadi Objek Hibah
berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Tim.

5. Mengonsep SK Bupati tentang Penetapan BMD menjadi Objek Hibah.

6. Memproses SK Bupati Penetapan BMD menjadi Objek Hibah.

7. Menerima SK Bupati Penetapan BMD menjadi Objek Hib3h,
I menugaskan Kabid untuk membuat Surat/Nota Dinaskenada Bupati
perihal permohonan persetujuan hibah yang ditandatangani Pengelola
Barang.
Mengonsep Surat/Nota Dinas Pengelola Barang perihal permohonan
persetujuan hibah kepada Bupati.

9. Memproses Surat/Nota Dinas Pengelola Barang perihal permohonan
persetujuan hibah kepada Bupati.

10.  Menerima Surat/Nota Dinas Pengelola Barang perihal permohonan
persetujuan hibah yang telah didisposisi Bupati, menugaskan Kabid
untuk membuat SK Bupati tentang Pelaksanaan Hibah.

Mutu Baku

Kelengkapan Waktu
Agenda kerja j omenu
- Disposisi 60mep it
- Surat Permohonan.
- Daftar Barang Milik Daerah.
Konsep Berita Acara Hasil i5 menit
Penelitian Tim
- Agenda kerja 5 menit
- Berita Acara Hasil Penelitian Tim
- Disposisi 15 menit
- Berita Acara Hasil Penelitian Tim
Konsep SK Bupzti tentang 30 menit
Penetapan BMD menjadi Objek
Hibah
j Agenda kerja 5 menit
15 menit

- Disposisi.

- SK Bupati Penetapan BMD
menjadi Objek Hibah

Konsep Surat/Nota Dinas Pengelola 50 menit

Barang perihal permohonan

persetujuan hibah kepada Bupati.

- Agenda kerja

- Surat/Nota Dinas Pengelola
Barang perihal permohonan
persetujuan hibah yang telah
didisposisi Bupati

5 menit

Output

Disposisi

Berita Acara Hasil Penelitian Tim.

Berita Acara Hasil Penelitian Tim

Disposisi

Konsep SK Bupati tentang Penetapan
BMD menjadi Objek Hibah

SK Bupati tentang Penetapan BMD
menjadi Objek Hibah

Disposisi

Konsep Surat/Nota Dinas Pengelola
Barang perihal permohonan persetujuan
hibah kepada 3upati.

Surat/Not2 Dinas Pengelola Barang
perihal permohonan persetujuan hibah
kepada Bupati.

Disposisi



Ii | Mengonsep SK Bupati tentr.ng Pf'aksanaan Hibah

12.  Memproses SK Bupati tentang Pelaksanaan Hibah.

13. Menerima SK Bupati tentang Pelaksanaan Hibah, menugaskan Kabid
untuk membuat Naskah Hibah.

14. Mengonsep Naskah Hibah yang
Penerima Hibah.

akan ditandatangani Bupati dan

15. Memproses Naskah Hibah yang ditandatangani Bupati dan Penerima
Hibah.

i
16. Menerima Naskah Hibah yang ditandatangani Bupati dan Penerima

Hibah, menugaskan Kabid untuk membual Berita Acara Serah Terima
(3AST).

17. Mengonsep Berita Acaia Serah Terima (BAST) yang akan

ditandatangani oleh Pengelola Earang dan Penerima Hibah.

18. Memproses Berita Acara Serah Terima (BAST) yang akan
ditandatangani oleh Pengelola Barang dan Penerima Hibah.

19. Menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani
oleh Pengelola Barang dan Penerima Hibah, menugaskan Kabid untuk
membuat surat usulan penghapusan BMD yang dihibahkan dan
mcrafeat SK Bupati tentang Penghapusan BMP.
surat usulan penghapusan BMD yang dihibahkan yang
i Pengelola Barang kepada Bupati dan membuat SK
apusan BMD.

20.

CD

CD

CD

i . Pisposisi
. - juinuiwiii Dinas i c.'igi-iuio
Barang  perihal  permohonan
persetujuan hibah yang telah
didisposlsi Bupati.
Konsep  SK Bupati tentang

Pelaksanaan Hibah
Agenda kerja

- Disposisi.

- SK Bupati tentang Pelaksanaan
Hibah.

Konsep Naskah Hibah yang akan

ditandatangani Bupati dan

Penerima Hibah. . _

- Agenda Ketja.

- Naskah Hibah yang
ditandatangani Bup-zti dan

PenerimaH ib ah .
- Disposisi
- Naskah Hibah.

Konsep Berita Acara Serah Terima
(BAST) yang akan ditandatangani
oleh  Pengelola Barang dan
Penerima Hibah.
Agenda kerja

- Disposisi
- Naskah Hibah.
- BAST Hibah.

Is menit

30 menit

5 menit

15 menit

30 inenit

5 rrer.it

20 menit

30 menit

5 menit

20 menit

Konsep SK Bupati tentang Pelaksannar

SK Bupati tentang Pelaksanaan Hibah

Disposisi

Konsep Naskah Hibah yang akan
ditandatangani Bupati dan Penerima
Hibah.
Naskah Hibah yang ditandatangani
Bupati dan Penerima Hibah.

Disposisi

Konsep Berita Acara Serah Terima
(BAST) yang akan ditandatangani oleh
Pengelola Barang dan Penerima Hibah.
Berita Acara Serah Terima (BAST)
yang ditandatangani oleh Pengelola
Barang dan Penerima Hibah.

Disposisi

Konsep surat usulan penghapusan BMD
yang dihibahkan yang ditandatangani
Pengelola Barang kepada Bupati dan
membuat SK Buapti tentang

Penghapusan BMP.




N
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1 Surat usulan penghapusan BMD yang
dihibahkan yang ditandatangani
Pengelola Barang kepada Bupati dan

kepada Bupati dan membuat SK membuat ~ SK  Buapti tentang

Buapti tentang Penghapusan BMD. Penghapusan BMD.
Agenda kerja 5 menit Disposisi

Konsep surat usulan penghapusan 30 menit
BMD vyang dihibahkan yang
ditandatangani Pengelola Barang

2-. | Memproses surat usulan penghapusan BMD yang dihibahkan yang

ditandatangani Pengelola Barang kepada Bupati dan membuat SK r:
Bupati tentang Penghapusan BMD. UJ

22. Menerima Surat usulan penghapusan BMD dan SK Bupati tentang n
!

Penghapusan BMD.
23.  Mendokumentasikan dan menatausahakan Administrasi Hibah BMD. - Permohonan Hibah. 20 menit  File Dokumen Hibah BMD
- Berita Acara Hasil Penelitian
Tim.
1 - Surat permohonan persetujuan
' kepada Bupati.
1 1 .

L Snrat persetujuan Bupati.
SK Penetapan Objek Hibah.
SK Pelaksanaan Hibah.

- Naskah Hibah.

- BAST Hibah.

Surat usulan penghapusan.

- SK Penghapusan BMD.

. Sy, ESe*



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT

3ADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negani/Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Darat Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KETERKAITAN
1. SOP Penetapan Status Penggunaan BMD

PERINGATAN
Jika BMD vyang tidak dapat digunakan, tidak
dapat dimanfaatkan dan tidak  dapat
dipindahtiingankan tidak dilakukan
pemusnahan dapat mengganggu efektif!tas
penggunaan dan tertib pencatatan BMD.

NOMOR SOP

TGL PEMBUATAN Juli 2018
TGL. REVISI Juli 2018
TGL. EFEKTIF Juli 2018
DISAHKAN OLEH KEPALA

ITOHANG. ME
Pemb: t'Utama Muda
NIP. 19  '120 199203 1001
NAMA SOP Pemusnahan Barang Milik
Daerah pada Pengguna Bar ang__
KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Memiliki kemampuan di bidang PengeRiaan Harang
Milik Daerah.
2. Memahami tugas dan fungsi di bidang Pengeiolaan
Barmig Milik Daerah.

3. Memahami peraturan terkait pengelolaan barang milik j
daerah.

PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Alat Tulis Kantor

2. Komputer/Laptop/Printer
3. Meja kursi kerja

PENCATATAN DAN PENDATA/M
Didokumentasikan dengan baik.



10.

11.

Kegiaian

i Menerima surat permohonan pemusnahan BMD dari Pengguna

Barang kepada Bupati yang telah didisposisi Bupati*).

Melaksanakan penelitian terhadap permohonan usulan pemusnahan
dan mengonsep surat PengeioJa Barang perihal permohonan
persetujuan pemusnahan BMD dilampirkan hasil penelitian.

Memproses surat Pengelola Barang perihal permohonan persetujuan
pemusnahan BMD.

Menerima surat Pengelola Barang perihal permohonan persetujuan
pemusnahan BMD yang telah didisposisi Bupati. Menugaskan Kabid
untuk membuat surat Bupati perihal Persetujuan Pemusnahan BMD

(bila pemusnahan BMD disetujui Bupati).
Mengonsep surat Bupati perihal Persetujuan Pemusnahan BMD

Memproses surat Bupati perihal Persetujuan Pemusnahan BMD

Menerima Berita Acara Pemushahan dan surat usulan penghapusan
dari Pengguna Barang.

Mengonsep SK Bupati tentang Penghapusan BMD.

Memproses SK Bupati tentang Penghapusan BMD.

Menerima SK Bupati tentang Penghapusan BMD yang telah
ditandatangi Bupati.

Mendokumentasikan administrasi pemusnahan BMD.

Pelaksana

Kaban Kabid

&

CD

Kas”bbld

s
|

Sial

—

tvcl*";'ak3

Agenda kerja

- Dokumer. kepemilikan barang.

- Daftar Barang Pengguna.

- Daftar BMD.

- Foto/gambar BMD

- Konsep Kerja Hasil Penelitian.

- Konsep surat Pengelola Barang
perihal permohonan persetujuan
pemusnahan BMD

Agenda kerja

- Disposisi

j - surat Pengelola Barang perihal

permohonan persetujuan pemusnahan
BMD yang telah didisposisi Bupati.
Konsep surat Bupati perihal Persetujuan
Pemusnahan BMD
Agenda keija

- Berita Acara Pemusnahan

- surat usulan penghapusan dari
Pengguna Barang

Konsep SK Bupati tentang Penghapusan

BMD.

- Surat persetujuan Bupati

- Berita Acara Penelitian Tim

- Permohonan Pemusnahan BMD
- Persetujuan Pemusnahan BMD
- Berita Acara Pemusnahan BMD
- Usulan Penghapusan BMD.

Aiy!:! ihikil

Wakiu

5 menit

60 menit

15 menit

0 menit

15 menit

30 menit

5 menit

5 menit

30 menit

15 menit

15 menit

Output

Disposisi

- Konsep Kerja Hasil Penelitian.
- Konsep surat Pengelola
Barang perihal permohonan
persetujuan pemusnahan BM D
surat Pengelola Barang perihal
permohonan persetujuan
pemusnahan BMD

Disposisi

Konsep surat Bupati perihal
Persetujuan Pemusnahan BMD

Surat Bupati perihal Persetujuan
Pemusnahan BMD

Disposisi

Konsep SK 3upati tentang

Penghapusan BMD.

SK Bupati tentang Penghapusan
BMD.

SK Bupati tentang Penetapan
BMD yang akan dijual.
Pemusnahan

File Dokumen

BMD.



NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN Juli 2018
TGL. REVISI Juli 2018
TGL. EFEKTIF Juli 2018

DISAHKAN OLEH KIEPALjVB 1?KAD

JABUNG BARAT

Parinbiria Utam a Muda
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN NIP; 19611120 199203 1001
ASET DAERAH Nama, sop Penetapan Status Penggunaan

Barang Milik Daer ah
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSAN/

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 1. Memiliki kemampuan di bidang Pengejaan Barang
tentang Pengelolaan Barang Milik Milik Daerah.
Negara/Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAP AN

1. SOP Penyusunan RKBMD Pengadaan BMD 1. Alat Tulis Kantor

2. Komputer/Laptop/Printer
3. Meja kursi kerja
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATA AN
Jika tidak ditetapkan status penggunaan BMD Didokumentasikan dengan baik.
akan  mempengaruhi  tertib  administrasi
j pengelolaan BMD.

2. Memahami tugas dan fungsi di bidan: Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

3. Memahami peraturan terkait pengelolaan barang miliv
daerah



Kegiiili)!.-

Meneriina surat permohonan penetapan status penggunaan BMD dari
Pengguna Barang disertai lampiran berupa kelengkapan dokumen kepada
Bupati*).

Melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang
dipersyaratkan. Apabila dokumen yang dilampirkan tidak lengkap meminta
keterangan atau data tambahan atau pengecekan lapangan.

Memproses SK Bupati tentang Penetapan Status Penggunan BMD.

Menyampaikan SK Penetapan Status Penggunaan BMD kepada Pengguna
Barang dan mendokumentasikan SK.

Pelaksana
i
Kaban Kabid jKasubbid Staf Kelengkapan
1 Agenda kerja
1 h i
1
1

- Surat permohonan penetapan
1 b status penggunaan BMD.
- - Kelengkapan dokumen yang
dilampirkan/dipersyaratkan.
- Surat permohonan penetapan
status penggunaan BMD.
yr - Kelengkapan dokumen yang
dilampirkan/dipersyaratkan.
- Berita Acara Penelitian atau
checkiist kelengkapan dokumen

*)
Penyampaian permohonan penetapan status penggunaan BMP dari Pengguna Barang kepada Bupatipaling lambatp>ada ckhir tahunyang bersangkutcn.

Bupati menetuitkon kenutusan penetapan status penggunaan bareng milik daerah setiap tahun.

Pengajuan permohonan disertai dokumen :

Untuk Tanah:

- FciMB

- Fc dokumenperolehan

Untuk Bangunan:

- Fc Sertifikat

- Fc dokumenperolehan
Selain Tanah dan Bangunan :

- Fc dokumen kepemilikan dan/atau
- Fc dokumenperolehan

Mutu Baku

jl waktu

1 5 menit
60 menit
30 menit

60 menit

Output

Disposisi

- Berita Acara Penelitian atau
checklist kelengkapan
dokumen.

SK Bupati tentang Penetapan
Status Penggunan BMD

- Tanda teruna SK..
- File dokumen



13

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

DASAR HUKUM

1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KETERKAITAN
1 SOP Penetapan Status Penggunaan BMD.

PERINGATAN
Jika tidak diproses administrasi pengalihan
staius penggunaan BMD akan mempengaruhi
tertib administrasi pengelolaan BMD.

NAMA SOP

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN Juli 2018
TGL. REVISI Juli 2018
TGL. EFEKTIF Juli 2018

DISAHKAN OLEH

Pembina Utama Muda
NIP. 19611120 199203 1 001
Pengalihan Status Pengguna»!
Barang Milik Daerah (Inisiali
Bupati)
KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Memiliki kemampuan di bidang Penge olaan Baranj
Milik. Daerah.

2. Memahami tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

3. Memahami peraturan terkait pengelolaan barang milil

PERALATAN/PERLENGKAPA N

1 Alat Tulis Kantor
2. Komputer/Laptop/Printer
3. Meja kursi kerja
PENCATATAN DAN PENDATA AN
Didokumentasikan dengan baik.



No

iegiatan

Menugaskan Kabid un;uk membuat Surat Bupati perihal Pemberitahuan

Pengalihan Status Penggunaan BMD.
Mengonsep Surat Bupati perihal Pemberitahuan Pengalihan Status Penggunaan
BMD.

Memproses Surat Bupati perihal Pemberitahuan Pengalihan Status Penggunaan
BMD.

Menyampaikan Surat Bupati perihal Pemberitahuan Pengalihan Status
Penggunaan BM D kepada Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru

Menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pengguna Barang lama
kepada Pengguna Barang baru dan surat usulan penghapusan BMD dari

Pengguna Barang lama.
Mengonsep SK Pengelola Barang tentang Penghapusan BMD pada Pengguna

Barang lama.

Memproses SK Pengelola Barang tentang Penghapusan BMD pada Pengguna
Barang lama.

Menyampaikan SK Pengelola Barang tentang Penghapusan BMD kepada

Pengguna Barang lama.
Mendokumentasikan Surat Pemberitahuan Pengalihan Status Penggunaan

BMD dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan SK Penghapusan BMD.

Kabsii

4*

Pelaksana

Kahid

CD

Kasubbid

Staf

O

Kelcnuknnan

Agenda kena

- Daftar Barang Pengguna.
- Daftar Barang Milik Daerah.

Konsep Surai Pemberitahuan
Pengalihan Status Penggunaan
BMD

Surat Pemberitahuan Pengalihan
Status Penggunaan BMD

Agenda kerja

- Surat Bupati perihal
Pemberitahuan Pengalihan
Status Penggunaan BMD
kepada Pengguna Barang lam3
dan Pengguna Barang baru.

- BAST

Konsep SK Pengelola Barang

tentang Penghapusan BMD pada

Pengguna Barang lama.

Surat Pemberitahuan
Pengalihan Status Penggunaan
BMD

BAST

SK Penghapusan BMP.

Mutu Baku
Waktu

5 meni;

10 menit

15 menit

20 menit

5 menit

10 menit

30 menit

20 menit

15 menit

Output

Perintah Lisan

Konsep Surat Pemberitahuan
Pengalihan Status Penggunaan
BMD

Surat Pemberitahuan
Pengalihan Status Penggunaan
BMD

Tanda terima surat

Disposisi

Konsep SK Pengelola Barang
tentang Penghapusan BMD
j pada Pengguna Barang lama.

SK Pengelola Barang tentang
Penghapusan BMD pada
Pengguna Barang lama.
Tanda terima SK

File dokumen



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

DASAR HUKUM

1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KETERKAITAN

PERINGATAN
Jika tidak dilakukan hibah atas BMD yang

tidak digunakan maka pendayagunaan BMD
tidak optimal.

NAMA SOP

NOMOR SOP «
TGL PEMBUATAN

Juli 2018
TGL. REVISI Juli 2018
TGL. EFEKTIF Juli 2018
DISAHKAN OLEH KEPALAMNtKATyY-

Drs.RAJXW StfCHANG, ME
PefhiDina Utama Muda
NIP/19611120 199203 ! 001

Hibah BMD oleh Pengelola
Barang

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Memilikikemampuan di bidang Pengelol&an Barang
Milik Daerah.

2. Memahamitugas dan fungsi di bidang Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

3. Memahami peraturan terkait pengelolaan barang raili.k
daerah.

PERALATAN/PERLENGKAPA M
1. Alat Tulis Kantor

2. Komputer/Laptop/Printer
3. Meja k.uisi kerja
PENCATATAN DAN PENDATA AN
Didokumentasikan dengan baik.



10.

Kegiatan

Menerima dan mendisposiii kepada Kabid Sm.:. PcrmohonanHibah
dari pihak penerima hibah kepada Bupati yang telah didisposisi
Bupati.

Memfasilitasi Tim Pemindahtanganan untuk melakukan penelitian
data administratif dan penelitian fisik dan melaporkan kepada Kaban.

Membuat Berita Acara Hasil Penelitian Tim.

Menerima Berita Acara dari Tim dan menugaskan Kabid untuk
membuat SK Bupati tentang Penetapan BMD menjadi Objek Hibah
berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Tim.

Mengonsep SK Bupati tentang Penetapan BMD menjadi Objek

Hibah.

Memproses SK Bupati Penetapan BMD menjadi Objek Hibah.

Menerima SK Bupati Penetapan BMD menjadi Gbjetc Hibah,
menugaskan Kabid untuk membuat Surat/Nota Dinaskepada Bupati
perihal permohonan persetujuan hibah yang ditandatangani Pengelola
Sarane.

Mengonsep Surat/Nota Dinas Pengelola Barang peiihal permohonan
persetujuan hibah kepada Bupati.

Memproses Surat/Nota Dinas Pengelola Barang perihal permohonan
persetujuan hibah kepada Bupati.

Menerima Surat/Nota Dinas Pengelola Barang perihal permohonan
persetujuan hibah yang telah didisposisi Bupati, menugaskan Kabid
untuk membuat SK Bupati tentang Pelaksanaan Hibah.

Keiengka;

.-.canda kerja

- Disposisi

- Surat Permohonan.

- Daftar Barang Milik Daerah.

Konsep Berita Acara Hasil

Penelitian Tim

- Agenda keija

- Berita Acara Hasil Penelitian
Tim

- Disposisi

- Berita Acara Hasil Penelitian
Tim

Konsep SK Bupati tentang

Penetapan BM D menjadi Objek

Hibah

Agenda kerja

- Disposisi.
- SK Bupati Penetapan BMD
menjadi Objek Hibah
Konsep Surat/Nota Dinas’
Pengelola Barang perihal
permohonan persetujuan hibah
kepada Bupati.
- Agenda kerja
Surat/Nota Dinas Pengelola
Barang perihal permohonan
persetujuan hibah yang telah
didisposisi Bupati

Mutu B?»ku

Waktu

>men

oOmenit

15 menit

5 menit

15 menit

30 menit

5 menit

15 menit

30 menit

5 menit

! Output

- Berita Acara Hasil Penelitian Tim.

Berita Acara Hasil Penelitian Tim
Disposisi

Konsep SK Bupati tentang Penetapan
BMD menjadi Objek Hibah

SK Bupati tentang Penetapan BM D
menjadi Objek Hibah

Disposisi

Konsep Surat/Nota Dinas Pengelola
Barang perihal permohonan persetujuan
hibah kepada Bupati.

Surat/iNota Dinas Pengelola Barang
perihal permohonan persetujuan hibah

kepada Bupati.

Disposisi



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

(S

ji\ DUPHu :Ci»uit4 FelulSell luitii JliMiu.

Memproses SK Bupati tentang Pelaksanaan Hibah.

Menerima SK Bupati tentang Pelaksanaan Hibah, menugaskan Kabid

untuk membuat Naskah Hibah
Mengonsep Naskah Hibah yang akan ditandatangani Bupati dan

Penerima Hibah.

Memproses Naskah Hibah yang ditandatangani Bupati dan Penerima
Hibah.

Menerima Naskah Hibah yang ditandatangani Bupati dan Penerima
Hibah, menugaskan Kabid untuk membuat Berita Acara Serah Terima

(BAST).

Mengonsep Berita Acara Serah Terima (BAST) yang akan

ditandatangani oleh Pengelola 3arang dan Penerima Hibah.

Memproses Berita Acara Serah Terima (BAST) yang akan
ditandatangani oleh Pengelola Barang dan Penerima Hibah.

Menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani
Barang dan Penerima Hibah, menugaskan Kabid untuk
surat usulan penghapusan BMD yang dihibahkan dan
fcfhipati tentang Penghapusan BMP.
surat usulan penghapusan BMD yang dihibahkan yang
iii Pengelola Barang kepada Bupati dan membuat SK

Buapti tentang Penghapusan BMD.

- Surat/Nota  Dinas  Pengelola
Barang perihal  permohonan
persetujuan hibah yang telah
didisposisi Bupati.

Konsep  SK Bupati tentang
Pelaksanaan Hibah

Agenda kerja

Disposisi.
SK Bupati tentang Pelaksanaan
Hibah.
Konsep Naskah Hibah yang akan
ditandatangani Bupati dan
Penerima Hibah.
- Agenda Kerja.

- Naskah Hibah yar.g
ditandatangani Bupati dan
Fenerima Hibah.

- Dispcsisi

- Naskah Hibah.

Konsep Berita Acara Serati Terima
(BAST) yang akan ditandatangani
oleh  Pengelola Barang dan
Penerima Hibah.

Agenda kerja

Disposisi
Naskah Hibah.
BAST Hibah.

30 menit

5 menit

15 menit

30 menit

o menit

20 menit

30 menit

5 menit

20 menit

[ . t- tjo.i-.,. nchki*

SK Bupati tentang Pelaksanaan Hibah

Disposisi

Konsep Naskah Hibah yang akan
ditandatangani Bupati dan Penerima
Hibah.

Naskah Hibah yang ditandatangani
Bupati dan Penerima Hibah.

Disposisi

Kcnsep Berita Acara Serah Terima.
(BAST) yang akan ditandatangani oleh
Pengelola Barang dan Penerima Hibah.
Berita Acara Serah Terima (BAST) yang
ditandatangani oleh Pengelola Barang
dan Penerima Hibah.

Disposisi

Konsep surat usulan penghapusan BMD
yang dihibahkan yang ditandatangani
Pengelola Barang kepada Bupati dan
membuat SK Buapti tentang
Penghapusan BMD.




21.

22.

23.

1

Menerima Surat usulan penghapusan BMD dan SK Bupati tentang

Penghapusan BMD.
Mendokumentasikan dan menatausahakan Administrasi Hibah BMD.

I
Memproses surat usulan penghapusan BMD yang dihibahkan yang '
ditandatangani Pengelola Barang kepada Bupati dan membuat SK
Bupati rentang Penghapusan BMD.

L}]

Konsep surat usulan penghapusan
BMD vyang dihibahkan yang
ditandatangani Pengelola Barang
kepada Bupati dan membuat SK
Buapti tentang Penghapusan BMD.
Agenda keija

- Permohonan Hibah.

- Berita Acara Hasil Penelitian
Tim.

- Surat permohonan
kepada Bupati.

- Surat persetujuan Bupati.

- SK Penetapan Objek Hibah.

- SK Pelaksanaan Hibah.

- Naskah Hibah.

- BAST Hibah.

- Surat usulan penghapusan.

- SK Penghapusan BMD.

persetujuan

39 menit

5 menit

20 menit

Surat usulan penghapusan BMD yang

dihibahkan yang ditandatangani
Pengelola Barang kepada Bupati dan
membuat SK Buapti tentang
Penghapusan BMD.
Disposisi
File Dokumen Hibah BM D
i
|
1
.l



i NOMOR SOP i

TGL PEMBUATAN Juli 2018
\& $L\(( TGL REVISI Juli 2018
M MI M 1 TOO. EFEKTIF Juli 2018
DISAHKAN OLEH KEPALAB) 4CAD"
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG Drs.RAJINSIT O HANG. ME
JABUNG BARAT Perr~cinh Utama Muda
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN NIP. 19611120 199203 1C01
ASET DAERAH NAMA SOP | Pemusnahan  Barang Milik

i Daerah pada Pengguna Barang

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 1. Memiliki kemampuan di bidang Pengelolaan Barang
tentang Pengelolaan Barang Milik Milik Daerah.

Ncgara/Daerah. 2. Memahami tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Barang Milik Daerah.

Tahun 2016 tentanig Pedoman Pengelolaan 3. Memahami peraturan terkait pengelolaan barang milik
Barang Milik Daerah. daerah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penetapan Status Penggunaan BMD 1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer/Laptop/Printer
3. Meja kursi kerja

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATA AN
Jika BMD yang tidak dapat digunakan, tidak Didokumentasikan dengan baik.
dapat dimanfaatkan dan tidak  dapat

dipindahtangankan tidak dilakukan
pemusnahan dapat mengganggu efektifitas
penggunaan dan tertib pencatatan BMD.



No

10.

11.

K ciliatan

Menerima surai punu-h-.- a: r-imusnahan BMD dari Pengguna

Barang kepada Bupan yang lelah didispcsisi Bupati*).

Melaksanakan peneiilian terhadap permohonan usulan pemusnahan
dan mengonsep surat Pengelola Barang perihal permohonan
persetujuan pemusnahan BMD dilampirkan hasil penelitian.

Memproses surat Pengelola Barang perihal permohonan persetujuan
pemusnahan BMD.

Menerima surat Pengelola Barang perihal permohonan persetujuan
pemusnahan BMD yang telah dtdisposisi Bupati. Menugaskan Kabid
untuk membuat surat Bupati perihal Persetujuan Pemushahan BMD
(bila pemusnahan BMD disetujui Dupali).
Mengonsep surat Bupati perihal Persetujuan Pemusnahan BMD

Memproses surat Bupati perihal Perseiuiuar. Pemusnahan BMD

Menerima Berita Acara Pemusnahan dan surat usulan penghapusan
dari Pengguna Barang.

Mengonsep SK Bupati tentang Penghapusan BMD.

Memproses SK Bupati tentang Penghapusan BMD.

Menerima SK Bupati tentang Penghapusan BMD yang telah

dhandatangi Bupati.

Mendokumentasikan administrasi oemusnahan BMD.

Pelaksana
Kahan kabiu i Kasubbid Staf
Ir~
1
n u
D *
a
C 3

Mutu Baku

Kelengkapan

d;i ke:ia

- Dokumen kepemilikan barang.

- Daftar Barang Pengguna,

- Daftar BMD.
Foto/gambar BMD

- Konsep Kerja Hasil Penelitian

- Konsep surat Pengelola Barang
perihal permohonan persetujuan
pemusnahan 3MD

Agenda ketja

- Disposisi

- surat Pengelola Barang perihal
permohonan persetujuan pemusnahan
BMD yang telah didisposisi Bupati.

Konsep surat Bupati perihal Persetujuan

Pemusnahan BMD

Agenda kerja

Berita Acara Pemusnahan
surat usulan penghapusan dari
Pengguna Barang
Konsep SK Bupati tentang Penghapusan
BMD.
- S’irat persetujuan Bupati
- Berita Acara Penelitian Tim

- Permohonan Pemusnahan BMD
- Persetujuan Pemusnahan BMD
- Berita Acara Pemusnahan BMD
- Usulan Penghapusan BMD.

- SK Penghapusan BMD.

W aktu

i menit

60 menit

15 menit

5 menit

15 menit

3C menit

5 menit

5 menit

30 menit

15 menit

15 menit

Utpil t

Disposisi

- Konsep Ketja Hasil Penelitian.
- Konsep surat Pengelola
Barang perihal permohonan
persetujuan pemusnahan BMD
surat Pengelola Barang perihal
permohonan persetujuan
pemusnahan BM D

Disposisi

Konsep surat Bupati perihal
Persetujuan Pemusnahan BMD

Surat Bupati perihal Persetujuan
Pemusnahan BM D
Disposisi

Konsep SK Bupati tentang

Penghapusan BMD.

SK Bupati tentang Penghapusan
BMD.

SK Bupati tentang Penetapan
BMD yang akan dijual.

Filee Dokumen Pemusnahan
BMD.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

DASAR HUKUM

1. .Pcreituran Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.

i 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
lahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur.

4. Peraturan Daerah  Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KETERKAITAN
SOP Penetapan Status Penggunaan BMD

PERINGATAN
Jika BMD vyang tidak diperlukan untuk

mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi
SK3PD karena kondisi rusak berat tidak

dilakukan pemindahtanganan dalam bentuk
penjualan/lelang dapat mengganggu efektifitas
penggunaan dan tertib pencatatan BMP.

NOMOR SOP . ‘

TGL. PEMBUATAN Juli 2018
TGL. REVISI Juli 2018
TGL. EFEKTIF Juli 2018
DISAHKAN OLEH KEPALA:KcADp

Drs.RAJIUN SFTOHANG, ME
' PemVJinrfUtama Muda
NIP. 19611120 199203 1 001

NAMA SOP Penjualan/Lelang Barang Milik

1

2.

oW N

Daerah pada Pengguna Barang
KUALIFIKASI PELAKSANA
Memiliki kemampuan di bidang Pengelolaan Barang
Milik Daerah.
Memaham: tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

Memahami peraturan terkait pengelolaai narar., milik
daerah.

'PERALATAN/PERLENGKAPAN
Rencana Keija Pemerintah Daerah/Peran gkat Daerah.
Dokurnen Pelaksanaan Anggaran
Alat Tuiis Kantor
Komputer/Laptop/Printer

. Me.ja kursi kerja

PENCATATAN DAN PENDATA AN

Didokumentasikan dengan baik mulai persiapan sampai
dengan pelaporan penghapusan BMD yang d jual/lelang.



No

10.

11.

—

Kegiatau

Menerima surat usulan penjualan BMD dari Pengguna Barang yang telah
didisposisi Bupati dan Sekda. mendisposisi surat dan menugaskan Kabid untuk
memfasilitasi Tim Penjualan untuk meneliti surat usulan permohonan penjualan
yang telah diajukan oleh Pengguna Barang
Melaksanakan penelitian data administratif dan penelitian fisik bersama Tim
Penjualan atas usulan permohonan penjualan yang diajukan oleh Pengguna
Barang.
Membuat surat permohonan penilaian atas BMD yang akan dijual kepada Penilai
Pemerintah (bila menggunakan Penilai Pemerintah), untuk ditandatangani

Bupati/Pengelola Barang.

Menyampaikan/mengirim  surat permohonan penilaian kepada kantor penilai
pemerintah (KPKNL) yang telah ditandatangani Bupari/Sekretaris Daerah.

Menerima hasil penilaian dari KPKNi., menugaskan Kabid untuk membuat surat
permohonan persetujuan penjualan BMD kepada Bupati.

Mengonsep surat permohonan persetujuan penjualan BMD kepada Bupati dan
menugaskan kasubbid untuk memproses pembuatan surat persetujuan.

Memproses pembuatan surat persetujuan penjualan BMD.

Menerima surat persetujuan penjualan BMD yang telah ditandatangani Bupati,
menugaskan Kabid untuk membuat Draf SK Bupati tentang Penetapan BMD

yang akan dijual.
Mengonsep SK Bupati tentang Penetapan BMD yang akan dijual dan menugaskan

kasubbid untuk memproses pembuatan SK Bupati.
Memproses pembuatan SK Bupati tentang Penetapan BMD yang akan dijual.

Menerima SK Penetapan BMD yang akan dijual yang telah ditandatangani Bupati,
menugaskan Kabid untuk membuat surat permintaan penjualan secara lelang

kepada KPKNI-

Pelaksana
Kaban Kabid Kasubbid Staf
cz>
c 3
O
0

Kelengkapan
Agenda kerja

- Dokumen kepemilikan barang.

- Daftar Barang Pengguna.

- Daftar BMD.

- Berita Acara Penelitian.

- Daftar BMD yang akan dijual.

- Surat permohonan penilaian
- Berita Acara Penelitian Tim

- Agenda kerja

- Hasil per.ilaiar» penilai
pemerintah sebagai dasar
penetapan nilai limit.

- Hasil penilaian penilai
pemerintah (KPKNL)

- Agenda keija

- Surat persetujuan Bupati
- Berita Acara Penelitian Tim

Surat persetujuan Bupati
Berita Acara Penelitian Tim

- Agenda keija

Mutu Baku
Waktu

5 menit

60 menit

15 menit

1 hari

5 menit

i0 menit

10 menit

5 menit

10 menit

15 menit

5 menit

Output

Disposisi

Berita Acara Penelitian tim.

Surat permohonan penilaian

Tanda terima surat
Disposisi

Surat persetujuan Bupati

Surat persetujuan penjualan

BMD
Disposisi

Konsep SK Bupati tentang
Penetapan BMD yang akan
dijual.

SK Bupati tentang Penetapan
BMD yang akan dijual.
Disposisi



1?

'13.

14.

17.

19.

1 Memproser surat permintaan penjualan serara lelang kepada KPKNL yang
tuianuauujgani Pengelola Barang nan mcngn uumu Ktpoua KJ'KS'L..

Menerima pemberitahuan jadwal pelaksanaan lelang dari KPKNL dan

Menugaskan Kasubbid untuk mengumumkan lelang di media cetak dan website
pemerintah daerah.

‘\/Iengumumkan lelang di media cetak dan website pemerintah daerah.

Membantu pelaksanaan lelang oleh pejabat lelang KPKNL.

nerima laporan hasil pelaksanaan lelang, menerima usulan penghapusan j

D dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
ngonsep dan menugaskan kasubbid untuk membuat Draft SK Penghapusan

rang.

Pembuatan SK Penghapusan BMD yang ditandatangani Pengelola Barang dan
mendokumentasikan administrasi penjualan BMD.

o

“H j =

Sura! persetujuan Bupati.

- Betifa \c:ire Penelitian t -3l

- SK Bupati tentang Penetapan
BMD yang akan dijual.

- Foto BMD yang akan dilelang.

- Agenda ketja

- Surat pemberitahuan jadwal
pelaksanaan lelang

Agenda kerja

ST &= ATSHTETa AT aTaTaTaTHS-Te .

BMD dari PeDgguna

- Konsep Draft SK Penghapusan
Barang

15 menit

5 menit

5 menit

15 menit

5 menit

i0 menit

20 menit

I Siirat permintaan penjunlan.

Disposisi
Disposisi

PCDCtUIillllldii Ol iVIcuJa LcldX
dan Elektronik

- Risalah Lelang.
- Berita Acara Serah Terima

(BASTiBMD yang
dilelang.
Disposisi

Konsep Draft -K
Penghapusan Barang

SK Penghapusan Barang.



NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN

M i 2018
TGL. REVISI Juli 2018
TGL. EFEKTIF Juli 2018

DISAHKAN OIEH KEPALAB? 'AD/

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG

Drs.RAJWN SITOITANG. ME
JABUNGBARAT Pethbiha Utama Muda
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN NIP. 19611120 19920.) 1001
ASET DAERAH NAMA SOP Penyertaan Modal pada
Pengelola Barang

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 1. Memilikikemampuan di bidang Pengelolaan Barang
tentang Pengelolaan Barang Milik Milik Daerah.

Negara/Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 3
Barang Milik Daerah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KETERKAITAN PERAIATAN/PERLENGKAPAN

1. .SOP Penetapan Status Penggunaan BMD 1. Alat Tulis Kantor

Komputer/Laptop/Printer

3. Meja kursi kerja

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika tidak dilakukan penyertaan modal atai Didokumentasilcan dengan baik. 1
BMD yang tidak  digunakan makzi
| pendayagunaan BMD tidak optimal.

2. Memahamitugas dan fungsi di bidang Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

. Memahami peraturan terkait pengelolaan barang milik
daerah.

N



I No

10.

11.

[ Pelaksana
Kegiatan | Ki8®  Kabid  Kasubbiti 1 SI.f Kelengkapan
j Menugaskan Kabid untuk membuai surai permohonan j r AgeDd3 kerja
pciiikukii (bila menggunakan penilai Pc..*c:;nizh) ke KPKNL 1— 1
Mengonsep surat permohonan penilaian ke KPKNL. Disposisi
. Data dan Dokumen pendukung
terkait objek yang akan dinilai.
Daftar Barang Milik Daerah
Memproses surat permohonan penilaian ke KPKNL. Konsep surat permohonan penilaian
KPKNL
Menyampaikan/roengiriin surat permohonan penilaian ke Buku Ekspedisi
KPKNL.
Menerima surai hasil penilaian dari KPKNL, menugaskan Agenda keija
kabid untuk memfasilitasi dalam pelaksanaan penelitian tim.
Memfasilitasi pelaksanaan penelitian Hm. - Disposisi.
)r - Hasfl analisis kelayakan
investasi.
- Hasil penilaian BMP
Membuat Berita Acara Hasil Penelitian Tim. Konsep Berita Acara Hasil
Penelitian Tim. _
Menerima Berita Acara Hasil Penelitian Tim, menugaskan Agenda keija
kabid untuk rnemfasDitas» tim melakukan pengkajian bersama ¢ 7 H
dengan calon penerima penyertaan modal.
Memfasilitasi tim melakukan pengkajian bersama dengan - Disposisi
7 - Berita Acara Hasil Penelitian Tim

calon penerima penyertaan modal.

Membuat Dokumen Hasil Kajian Tim

Menerima Dokumen basil kajian, biJa hasil kajian, penyertaan
modal layak dilaksanakan, meminta kepada calon penerima
penyertaan modal untuk membuat surat pernyataan kesedian
menerima penyertaan modal yang berasal dari BMD.
Menugaskan Kabid untuk membuat surat Bupati perihal
permohonan persetujuan kepada DPRD.

Konsep Dokumen Hasil Kajian Tim

Agendakeija

Muiu Baku

W aktu

omemt

15 menit

15 menit
1 hari

5 menit

30 menit

15 menit

5 menit

120 menit

15 menit

5 menit

Output

Disposisi

Konsep surat permohonan penilaian

ke KPKNL

Surat permohonan penilaian ke
KPKNL
Tanda terima surat

Disposisi

Konsep Berita Acara Hasil Penelitian
Tim

Derita Acara Hasil Peneiitian Jim.
Disposisi

Konsep Dokumen Hasil Kajian Tim

Dokumen Hasil Kajian Tim

Disposisi



12.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Mengonsep surat Bupati perihal permohonan persetujuan
kepada DPRD.

Memproses surat Bupati perihal permohonan persetujuan

kepada DPRD.

Menyampaikan surat Bupati perihal permohonan persetujuan

kepada DPRD.

Menerima surat persetujuan DPRD (b*'u disetujui),
menugaskan Kabid untuk membuat SK Bupati tentang
Penetapan BMD yang akan diseitakan sebagai penyertaan
modal.

Mengonsep SK Bupati tentang Penetapan BMD yang akan
disertakan sebagai penyertaan modal.

Memproses SK Bupati tentang Fenetapan BMD yang akan
disertakan sebagai penyertaan modal.

Menerima SK Bupati tentang Penetapan BMD yang akan
disertakan sebagai penyertaan modal. Menugaskan Kabid
untuk menyiapkan Rancangan Perda tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah.

Mengonsep Rancangan Perda tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah, koordinasi dengan Bagian Hukum guna
dimaukkan dalam Prolegda.

CD

13-
T

CD

O

- Disposisi

- Berita .Acara Hasil Penelitian
Tim.

- Dokumen Has’l Kajian Tim.
Konsep surat  Bupati  perihal
permohonan  persetujuan  kepada
DPRD.

Buku ekspedisi

Agenda keija

- Disposisi
- surat persetujuan DPRD.

KoDsep SK  Bupati  tentang ¢

Penetapan BMD yang  akan

disertakan  Sebagai penyertaan

modal.

Agenda kerja

- Disposisi

- surat persetujuan DPRD.

- SK Bupati tentang Penetapan
BMD vyang akan disertakan

sebagai penyertaan modal.

10 menit

20 menit

15 menit

5 mentt

i5 menit

25 menit

5 menit

30 mentt

4
Konsep surat Bupati perihal
permohonan persetujuan kepada
DPRD.
surat Bupati perihal permohonan

persetujuan kepada DPRD.
Tanda terima surat

Disposisi

Konsep SK Bupati tentang Penetapan
BMD yang akan disertakan sebagai

penyertaan modai
SK Bupati tentang Penetapan BMD

yang akan disertakan sebagai
penyertaan modal.

Disposisi

Konsep Rancangan Perda tentang

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

ivlengetik Konsep Rancangan Perda tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah.

Menerima Konsep Rancangan Perda tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah. Menugaskan Kabid untuk
menyusun Naskah Akademis Rancangan Perda.

Mengonsep surat perihal penyusunan naskah akademis
kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jambi.

Memproses surat perihal penyusunan naskah akademis
kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jambi.

Menyampaikan surat perihal penyusunan naskah akademis ke
Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jambi.

Menerima Naskah Akademis Rancangan Perda (setelah
penyusunan Naskah Akademik seiesai).
Menyampaikan Naskah Akademis Rancangan Perdakepada
DPRD melalu; Bagian Hukum. -
Menerima Perda tentang Fenyertaan Modal Pemerintah
Daerah (seteiah Rancangan Perda disahkan), menugaskan
Kabid untuk membuat Berita Acara Serah Terima (BAST)
antara Pengelola Barang dengan Penerima Penyertaan Modal.

MengonsepBerita Acara Serah Terima tBAST) antara

j Pengelola Barang dengan Penerima Penyertaan Modal.

Memproses Berita Acara Serah Terima (BAST) antara
Pengelola Barang dengan Penerima Penyertaan Modal.

Menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) yang telah
ditandatangani oleh Pengelola Barang dan Penerima
Penyertaan Modal. Menegaskan Kabid untuk membuat SK

penghapusan BMP yang dijadikan penyertaan modal.

CD

CD

CD

T

CD

Ll

Ii Konsep Rancangan Perda tentang
Penyertaan  Modal  Pemerintah
Daerah.

Agenda kerja

- Disposisi
- Konsep Rancangan Perda

Konsep surat perihal penyusunan
naskah akademis kepada Kantor
Wilayah Hukum dan HAM Provinsi
Jambi.

Buku ekspedisi

Agenda keija
|

Naskah Akademis Rancangan
Perda
Agenda kerja

- Disposisi

- Perda tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah

Konsep Berita Acara Serah Terima

(BAST) antara Pengelola Barang

dengan Penerima Penyertaan

Modal.

Agenda kerja

30 menit

5 menit

15 menit

15 menit

1 hari

0 menit

10 menit

5 menit

30 menit

5 menit

Konsep Rancangan Perda tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Disposisi

Konsep surat perihal penyusunan
naskah akademis kepada Kantor
Wilayah Hukum dan HAM Provinsi
Jambi.

Surat perihal penyusunan naskah
akademis kepada Kantor V/ilayah
Hukum dan HAM Provinsi Jambi.

Tanuz terima surat
Disposisi

Tanda terima surat/dokumen

Disposisi

Konsep Berita Acara Serah Terima
(BAST) antara Pengelola Barang
dengan Penerima Penyertaan Modal.
Berita Acara Serah Terima (BAST)
antara Pengelola Barang dengan
Penerima Penyertaan Modal.

Disposisi



30.

31.

32.

33.

Mengonsep SK penghapusan BMD yar.g dijadikan penyertaan
modal.

Memproses SK penghapusan BMD yang dijadikan penyertaan
modal.

Menerima SK penghapusan BMD yang dijadikan penyertaan
modai yang telah ditandatangani Bupati

Mendokumentasikan Administrasi Penyertaan Modal BMD.

r~ij

- Disposisi

- Berita Acara Serah Terima
(BAST)

Konsep SK penghapusan BMD

yang dijadikan penyertaan modal.
Agenda kerja

- Berita Acara Hasil Penelitian
Tim.

Dokumen Hasil Kajian Tim

- Surat permohonan persetujuan
kepada DPRD.

Surat persetujuan DPPX>.

SK Penetapan BMD yang zkan
disertakan sebagai penyertaan
modal.

Rancangan Perda.

Naskah Akademis.

Perda Penyertaan Model.

- BAST.

- SK Penghapusan BMD.

10 menit

30 menit

5 menit

20 menit

Konsep SK penghapusan BMD yang
dijadikan penyertaan modal.

SK penghapusan BMD yang dijadikan
penyertaan modal.
Disposisi

File Dokumen Penyertaan Modal
BMD




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

DASAR HUKUM

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur.

. Peraturan  Daerah  Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KETERKAITAN

1. SOP Penetapan Status Penggunaan BMD.

PERINGATAN

Jika tidak dilakukan pinjam pakai atas BMD
yang belum digunakan maka pendayagunaan
BMD tidak optimal.

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN Juli 2018
TGL. REVISI Juli 2018
TGL. EFEKTIF Juli 2018

DISAHKAN OLEH KEPALAMNRAD f

Drs.RAJailN/SITOHANC i. MF.
Pefribin®a Utan n Muu.i
NIP. 19611120 1" 203 i 001
NAMA SOP Pinjam  Pakai HMD  oleh
Pengelola Barang
KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Memiliki kemampuan di bidang Pengelolaan Barang
Mili.lc Daerah.
2. Memahami tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

3. Memahami peraturan terkait pengelolaan barang milik
daerah.

PERALATAN/PERLENGKAP/ N
1. Alat Tulis Kantor

2. Komputer/Laptop/Printer
3. Meja kursi kerja .
_____PENCATATAN DAN PENDATAAN
Didokumentasikan, dengan baik.




No

Kegiala:)

i Menerima dan mendisposisi kepada Knbid 5, :.:: !"c: mohonan Pinjam
Pakai dan calon peminjam pakai kepada Pengelola Barang.

Meneliti permohonan pinjam pakai. Mengonsep Surat/Nota Dinas
perihal permohonan persetujuan pinjam pakai kepada Bupati yang
ditandatangani Pengelola Barang.

Memproses surat/Nota Dinas perihal permohonan persetnjuan pinjam
pakai kepada Bupati yang ditandatangani Pengelola Barang.

Menerima surat/nota dinas permohonan persetujuan pinjain pakai yang
telah didisposisi Bupati. Apabila Bupati menyetujui pinjam pakai,
menugaskan Kabid untuk membu3t surat persetujuan Bupati, apabila
Bupati menolak pinjam pakai, menugaskan Kabid untuk membuat surat
penolakan pinjam pakai kepada calon peminjam pakai.

Mengonsep surat Bupati perihal persetujuan pinjam pakai.

Memproses surat Bupati perihal persetujuan pinjam pakai.

Menerima surat Bupati perihal persetujuan pinjam pakai BMD,
menugaskan Kabid untuk membuat Perjanjian Pinjam Pakai antara

Bupati dan Pemin jam Pakai.
Mengonsep Pcijanjian Pinjam Pakai.

Memproses Perjanjian Pinjam Pakai

Na ban

Pelaksana

Kasubbid ; Kelengkapan

t Kabid Stal

Agenda kerja

Surat Permohonan.
Dokumen Tendukung.

Konsep surat perihal permohonan

persetujuan pinjam pakai kepada
0 Bupati yang ditandatangani

Pengelola Barang

Agenda kerja

- surat/nota dinas permohonan
persetujuan pinjam pakai yang
telah didisposisi Bupati
Disposisi

Konsep surat Bupati perihal

0 persetujuan pinjam pakai

Agenda kerja

- surat Bupati perihal persetujuan
pinjam pakai.
. - Disposisi
Konsep Perjanjian Pinjam Pakai

cO

-

i

Mu f»
W aktu

i.¢liit

30 menit

20 menit

5 menit

15 menit

30 menit

5 menit

20 menit

30 menit

Baku

Outpm

- Disposisi

- Berita Acara/Kertas Kerja Hasil
Penelitian permohonan.

- Konsep surat perihal permohonan
persetujuan pinjam pakai kepada
Bupati yang ditandatangani
Pengelola Barang.

Surat perihal permohonan persetujuan

pinjam pakai kepada Bupati yang

ditandatangani Pengelola Barang.

Disposisi

Konsep surai Bupati perihal
persetujuan pinjam pakai

Surat Bupati perihal persetujuan
pinjam pakai
Disposisi

Konsep Perjanjian Pinjam Fakai

Perjanjian Pinjam Pakai



| | - 1 [ _
10. i Menerima t'u,.i....=:. Pii.i.un Pakai, menugaskan Kabid untuk membuat l"}" 1 E - Attends kerja j 5menit jHkhpa.tCi
Berita Acara Serah Terima (BAST). t r 1
iil.  Mengonsep Berita Acara Serah Terima (BAST) ) - Disposisi 1 ISmenii Konsep BAST
! - Perjanjian Pinjam Pakai
n.  Memproses Berita Acara Serah Terima (BAST) 3 1 Konsep BAST 30 menit  BAST
| L Agenda kerja 5 menit Disposisi

13. Menerima BAST.
14 Mendokumentasikan administrasi Pinjam Pakai BMC. - Surat Permohonan Pinjam Pakai ~ 29 menit  file Dokumen Pinjam Pakai BMD
dari calon peminjam Pakai.
- Surat Permohonan Persetujuan
] Pinjam Pakai dari Pengeiola
! j  Barang.
c - Surat Bupati perihal persetujuan
Pinjam Pakai BMD.
- Perjanjian Pinjam Pakai.
- BaST Pinjam Pakai. i

| Ll



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

DASAR HUKUM
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20H

tentang Pengelolaan Barang Milik
Megara/Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Numor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang

_ Peri°Tnan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KETERKAITAN
SOP Penyusunan Standar Harga Barang.

PERINGATAN
Apabila RKBMD terlambat disusun akan

mengganggu dalam penyusunan rencana kerja
dan anggaran karena RKBMD sebagai salah
satu dasar pengusulan penyediaan anggaran
untuk kebutuhan baru (new initiative) dan
angka dasar (baseline).

NOMOR SOP i e ‘

TGL. PEMBUATAN Juli 2018
TGL.'REVISI Tuli 2018
TGL. EFEKTIF Juli 2018
DISAHKAN OLEH KRPAIJLMNKAD?/

NAMA SOP Penyusunan

1

2.

N ook Wb

Drs.RAJTUASITOHANG, ME
Pemtfcn” Utarr a Muda
NIP. 19611120 199203 1001
Rencana.
Kebutuhan Baring Milik

Daerah (RKBMD Pengadaan
BMD
KUALIFIKASI PELAKSANA
Mernilikikemampuan di bidang PengeOaan Barang
Milik Daerah.

Mcmahamitugas dan fungsi dl bidan; . Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

PERALATAN/PERLENGKAP,

Rencana Kerja Pemerintah Daera.lt/Perar 'Kdl  e.eralii
Standar Harga Barang.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Daftar Barang Milik Daerah.
Alat Tulis Kantor
Komputer/Laptop/Printer
Meja kursi kerja

PENCATATAN DAN PENDATAAN
Disusun dengan memperhatikan kebutuha
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah seri
ketersediaan barang milik daerah yang ada.
Data yang mencerminkan kebutuhan riil barang mil:
daerah pada Perangkat Daerah.

Disimpan sebagai dokumen Rencana Kebutuh?
Barang Milik Daerah untuk periode 1 (s: uJ tahun.

IIIO



No

Kegiatan

Mendisposisi dan menyerahkan surat usulan RKBMD Pengadaan BMD
dari Pengguna Barang yang telah didisposisi Pengelola Barang, (surat
usulan RKBMD Pengadaan BMD dari Pengguna Barang paling lambat
minggu | bulan Juni sudah diterima)
Menyerahkan dan mendisposisi surat usulan RKBMD Pengadaan BMD
Pengguna Barang yang telah didisposisi Kepala Badan.

Menugaskan staf untuk merekapitulasi usulan RKBMD Pengadaan
BMD dan menyiapkandokumenpendukung.

Menyerahkan hasil rekapitulasi usulan RKBMD Pengadaan BMD

kepada Kasubbid.
Menyampaikan hasil rekapitulasi usulan RKBMD Pengadaan BMD
kepada Kabid selaku Pengurus Barang Pengelola guna dilakukan
penelaahan bersama dengan Kaban selaku Pejabat Penatausahaan
Barang dan Sekda selaku Pengelola Barang.

Mengonsep hasil penelaahan usulan RKBMD Pengadaan.

Meneliti dan memaraf hasil penelaahan usulan RKBMDJika konsep
hasil telaahan tidak ada perbaikan/koreksi, diteruskan ke kasubbid guna
disampaikan kepada Sekda guna penandatanganannya. Jika ada
perbaikan/koreksi dilakukan perbaikan konsep hasil telaahan.
Menyampaikan hasil telaahan RKBMD Pengadaan BMD kepada
Pengguna Barang untuk disusun menjadi RKBMD Pengguna Barang.

Pelaksana

Pengguna
Barang

Mutu Baku

Kelengkapan Waktu
Agenda Keija 5 menit
- Disposisi Pimpinan 5 menit

- Agenda Kerja

- Surat usulan RKBMD. 60 menit
- Daftar Barang Pengelola.
- Daftar Barang Pengguna.

Standar Harga Barang.

5 menit

Surat usulan RKBMD. Omenil
- Daftar Barang Pengelola.
- Daftar Barang Pengguna.
- Standar Harga Barang.
Brafhasilteiaahan 10 menit
Konsephasilteiaahan 10 menit
Hasil telaahan yang /jam
ditandatangani Pengelola
Barang

Output
Disposisi

Disposisi

Rekapitulasi
RKBMD

Rekapitulasi
RKBMD

Rekapitulasi
RKBMD,
dokumenpendukuiv

Konsephasiltelaaha
n

Paraf

Tandaterimasurat



JRDAUAAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

DASAR HUKUM

1+ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
13arang Milik Daerah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Frosedur.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KETERKAITAN
1. SOP Penetapan Status Penggunaan BMD.

PERINGATAN
Jika tidak dilakukan sewa atas BMD yang
belum digunakan maka pendayagunaan BMD
tidak optimal dan penggunaan BMD oleh pihaL
lain secara tidak sah dapat dicegah.

NOMOR SOP < *

TGL. PEMBUATAN Juli 2018
TGL. REVISI Juli 201 8
TGL. EFEKTIF Juli 2018
DISAHKAN OLEH KEPALA) ‘KA ;:t

Drs.RAJTuVsrrOHANG. ML
Penibj&aUtama Muda
NIP. 19011120 199203 1 001

NAMA SOP Sewa BMD oleh Peingelol

Barang
KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan di bidang Pengelolaan Barai
Milik Daerah.

2. Memahami tugas dan fungsi di bidang Pengelola;
Barang Milik Daerah.

3. Memahami peraturan terkait pengelola  h,v esg mil

PERALATAN/PERLENGKAP AN

1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer/Laptop/Printer
3. Meia kursi kerja

PENCATATAN DAN PENDAT AN
Didokumentasikan dengan baik.



No

Menerima uan ni'-ndispos,:.. iw"ad., K-L.J Surat Permchons
dari calon penyewa kepada Pengeloa Barang.

Meneliti permohonan dan dokumen pendukung. Mengonsep surat
permohonan penilaian atas BMD yang akan disewakan kepada
penilai pemerintah (KPKNL) yang ditandatangani oleh Pengelola

Barang.

Memproses surat permohonan penilaian atas BMD yang akan
disewakan kepada penilai pemerintah (KPKNL).

Menyamoaikan surat permohonan penilaian atas BMD yang akan
disewakan kepada penilai pemerintah (KPKNL).

Menerima hasil penilaian atas BMD yang akan disewakan dari
penilai pemerintah (KPKNL). Bersama Pengelola Barang. Kabid
melakukan penelitian,'kajian kelayakan penyewaan dan perhitungan
besaran sewa. -
Mengonsep surat/nota dinas permohonan sewa BMD kepada Bupati

untuk mendapatkan persetujuan.

Memproses surat/nota dinas permohonan sewa BMD kepada Bupati
untuk mendapatkan persetujuan.

Menerima surat/nota dinas permohonan sewa BMD yang telah
didisposisi Bupati. Apabila Bupati menyetujui sewa, menugaskan
Kabid untuk membuat surat persetujuan Bupati, apabila Bupati
menolak sewa, menugaskan Kabid untuk membuat surat penolakan
sewa kepada calon penyewa.

Mengonsep surat Bupati perihal persetujuan sewa BMD

L

j Kabur, j K«bid j Kasubbic

J

Kelengkap;, n

Agenda keiia

- Surat Permohonan.
- Dokumen Pendukung.

Konsep surat permohonan
penilaian atas BMD y2ng akan
disewakan kepada penriai
pemerintah (KPKNL)

- Buku Ekspedisi.

Agenda kerja

Berita Acara/Kertas Kerja Hasil

I Penelitian.

Konsep surat/nota dinas
permohonan sewa BMD kepada

Bupati.

Agenda keija

Surat/note dinas permohonan
sewa BMD kepada Bupati
untuk mendapatkan
persetujuan.

Disposisi .

Mutu Bak”

Waktu

5 menit

30 menit

20 menit

1 hari

60 menit

10 menit

15 menit

5 menit

10 menit

r- Outpui

Disposisi

- Disposisi
Konsep surat permohonan penilaian
atas BMD yang akan disewakan

kepada penilai pemerintah (KPKNL)

Surat permohonan penilaian atas BM D
yang akan disewakan kepada penilai

pemerintah (KPKNL) yang
ditandatangani oleh Pengelola Barang__

Tanda terima surat

Berita Acara/Kertas Keija Hasil
Penelitian.

Konsep surat/nota dinas permohonan
sewa BMD kepada Bupati untuk

mendapatkan persetupian. <3
Surat/noia diuas permohonan sewa

BMD kepada Bupati untuk
mendapatkan persetujuan.

Disposisi

Konsep  surat  Bupati perihal

persetujuan sewa BMD



1
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"
12.
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Memproses surat Bupati perihal persetujuan sewa BMD.

Menerima surat Bupati perihal persetujuan sewa BMD,
menugaskan Kabid untuk membuat Perjanjian Sewa antara Bupati
dan Penyewa.

MengonsepPeijanjian Sewa.

Memproses Perjanjian Sewa.

Mendokumentasikan administrasi sewa BMD.

.zT.

Konsep surat Bupati perihal
persetujuan sewa BMD

Agenda Keija

- Disposisi

- Surat Bupati perihal persetujuan
sewa BMD

Konsep Peijanjian Sewa

- Sutat Permohonan Sewa dari
€2>0n penyewa.
- Surat Permohonan Sewa dari

Pengelola Barang.

- Surat Bupati perihal persetujuan
sewa BMD.

- Perjanjian Sewa.

30
menit
5 menit

10
menit

30
menit
20
menit

Surat Bupati perihal persetujuan sewa
BMD
Disposisi

Konsep Peijanjian Sewa

Perjanjian Sev/a

File Dokumen Sewa BMD



